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MOTTO 
 

هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد  عن ابى

  1اداءها اد0االله عنه, ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه االله. (رواه البخاري)
      
"Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: "Barang siapa mengambil 

(mengutang) harta orang, sedang dia berniat melunasinya, niscaya Allah akan 
(membantu) melunasi bagi pihaknya. Dan barang siapa mengambilnya 

(mengutangnya) dengan niat merusaknya, niscaya Allah akan 
membinasakannya". (HR. Al-Bukhari). 

                                  
1 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Juz II, Beirut: Daar Ibu Katsir, 

2002, hlm 574.  



v 

 

PERSEMBAHAN 
 

Karya ini penulis persembahkan teruntuk: 

1. Ayahanda dan Ibunda, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan 

do’amu berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku 

menjelma dalam setiap huruf; setiap do’a yang terpanjat menyatu 

menyampuli karya hidupku. Semoga karya ini teridlai tuk jadi bagian birr 

al-walidain dariku untuk engkau berdua 

2. Kakak dan Adik-Adikku, karya ini terbingkai dari kerinduan kita, semoga 

karya ini mampu menjadi sampan yang akan menepikan kerinduan pada 

kebersamaan kita lewati kari dan dalam karya 

3. Seluruh teman-teman baikku, ragu kalian akanku telah menuntunku pada 

alur kehidupan yang lebih dewasa 

4. Fakultas Syari’ahku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku 

kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku. 
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ABSTRAK  
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keingintahuan mengenai 
realisasi praktek DPS dalam suatu lembaga keuangan syari’ah, terutama terkait 
dengan Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap Fatwa DSN NO. 
17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu 
Yang Menunda Pembayaran di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten 
Semarang. Sebab pada fatwa tersebut terkandung peluang kerancuan mengenai 
batasan kemampuan nasabah yang dapat memicu konflik antara nasabah dengan 
LKS. Untuk merealisasikan hal itu maka dalam penelitian ini akan diajukan dua 
rumusan masalah yang berkaitan dengan:  
1. Persepsi DPS berkenaan dengan Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda 
Pembayaran.  

2. Peran DPS berkenaan dengan Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 
Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda 
Pembayaran. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. 
Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis 
deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa persepsi DPS 
BPRS mengenai fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang 
Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran 
mencakup dua aspek yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian 
sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Persepsi 
DPS BPRS AAU tentang batas kemampuan lebih cenderung disandarkan pada 
keadaan ekonomi riil nasabah yang tidak hanya dilihat dari nominal pendapatan 
nasabah saja melainkan juga factor yang dialami atau terjadi pada kehidupan 
nasabah. Sedangkan persepsi tentang adanya pemberian sanksi berupa denda lebih 
dipandang sebagai bentuk hukuman (ta’zir) bagi nasabah karena ketidakjujuran 
nasabah. Peran DPS tidak hanya ditujukan untuk melakukan pengawasan kinerja 
LKS (BPRS AAU) agar berkesesuaian dengan ketentuan syari’ah semata. DPS 
BPRS AAU juga memiliki peran dalam upaya menerapkan ketentuan syari’ah 
dalam kegiatan BPRS AAU di kalangan nasabah dengan melakukan sosialisasi 
dan pemberian motivasi kepada nasabah terkait dengan pengembangan usaha atau 
kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Hal ini juga merupakan wujud kehati-
hatian DPS agar tidak terkandung penyelewengan aspek syari’ah dalam 
operasional BPRS AAU. Sedangkan tujuan dari peran DPS adalah 
terlaksanakannya system syari’ah dalam kegiatan keuangan BPRS AAU yang 
tidak hanya sebatas pada lembaganya saja namun juga mencakup nasabah. Jadi 
pada akhirnya akan tercipta tatanan ekonomi syari’ah secara menyeluruh serta 
juga menjadikan BPRS AAU sebagai lembaga keuangan syari’ah yang tidak 
hanya menjadikan masyarakat sebagai obyek nasabah tetapi juga menjadi lembaga 
yang mensyari’ahkan perekonomian masyarakat. 
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